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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

A

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan/
kebersihan yang berlaku saat ini sudah tidak memadai
lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan
pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten
Purwakarta, sehingga perlu disesuaikan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif
retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
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23.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan  Kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan, Ketertiban,
Kebersihan dan keindahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009



Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 1

Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan disesuaikan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Februari 2015
BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 28



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2015
TANGGAL 2 FEBRUARI 2015
TENTANG

KEBERSIHAN

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BESARAN RETRIBUSI

NO. URAIAN SUBJEK RETRIBUSI (Dalam Rupiah)
1. | Rumah Tangga 4.000 per bulan
2. | Perkantoran 30.000 per bulan
Rumah Makan :
3. |a. Kelas | 100.000 per bulan
b. Kelas Il 35.000 per bulan
4. | Supermarket/Mall dan sejenisnya 400.000 per bulan
5. | Swalayan/Toserba 200.000 per bulan
6. | Mini Market 100.000 per bulan
7. | Toko/Ruko 30.000 per bulan
8. | Kios/Warung/Jongko 10.000 per bulan
9. | Tempat hiburan tetap 35.000 per bulan
10 Hiburan/keramaian umum/pesta/hajatan dan 60.000 per hari
" | sejenisnya yang insidentil kegiatan
Usaha pelayanan kesehatan :
11 a. Puskesmas/Poliklinik/BK/BKIA 100.000 per bulan
" | b. Balai pengobatan swasta 50.000 per bulan
c. Rumah Sakit 500.000 per bulan
Perusahaan industri :
12 a. Kecil 100.000 per bulan
| b. Menengah 250.000 per bulan
c. Besar 500.000 per bulan
Hotel :
13. | a. Melati/Losmen 100.000 per bulan
b. Berbintang 500.000 per bulan
14. | Toko di wilayah pasar 1.000 per hari
15. | Kios/Warung/Jongko di wilayah pasar 500 per hari
16. | Pergudangan 75.000 per bulan
17. Pembuangan sampah sendiri langsung ke lokasi 5 000 per m?
pembuangan sementara
18. Pembuangan sampah sendiri langsung ke tempat 2 500 per m2

pembuangan akhir

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI




